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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-
2020 serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka
5 tahun ke depan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara
sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan
tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi
dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang
beroreantasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016 s/d tahun 2020.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas Utara dalam menjabarkan arah Rencana Strategis tahun 2016-
2020, menetapkan arah kebijakan yang menitik beratkan pada capaian
prioritas yang berbeda setiap tahunnya.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-

pihak yang berkompeten, sehingga dapat menjadi gambaran secara



umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian, pada
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas
Utara. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak
yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran
yang konstruktif, dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa
yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah SWT
meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat

dan menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, November 2016

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

FIRDAUS, SH., M.Hum
NIP. 19610623 198103 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil merupakan konsekuensi
dari tuntutan perubahan yang begitu cepat di bidang politik, ekonomi dan sosial. Hal ini
ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai antisipasi penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yang semula
berorientasi pada ketatalaksanaan/administrasi kepegawaian, berubah kearah pendekatan
pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkembangannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut mengalami perubahan dan pergantian
menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015. Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, untuk menata
Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) yang berdasar pada Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Pembinaan kepegawaian ditujukan untuk
mewujudkan sistem kepegawaian yang mantap, dengan pengembangan pegawai yang
dilaksanakan secara terus menerus, berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan,
pendidikan kedinasan, pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan disertai bimbingan dan
konsultasi serta pengembangan motivasi, kode etik, disiplin serta pemberian penghargaan
yang sesuai dengan kredibilitas pribadi dan organisasi dengan tetap mengacu serta
memperhatikan kode etik dan disiplin PNS. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan
teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar
sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang demokratis
(democratic and good governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang
demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di
zaman modern sekarang ini.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur
negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam
menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus
dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia.
Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna

mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat



secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,
pemerintahan dan pembangunan.

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi
pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari
tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai
dengan amanat Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Bab Ill Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu
bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Pasal 85
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra

SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum pembuatan Rencana Strategi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah

mengacu pada :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi
Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5429)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10)Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penenrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

11)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

13)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14)Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

15)Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014,

16)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

18)Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra adalah :

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 yang akan dilaksanakan melalui program
dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi

Rawas Utara.



1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra adalah :

Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau
strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara serta memberikan arahan
mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
kedepan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT).
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BAB I

GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

. Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas

Utara :

1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kepegawaian;

2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi

Rawas Utara :

1) Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepegawaian
yang ditetapkan Bupati;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas

Utara :

1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta
analisa data penyusunan program kegiatan;

2) Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

3) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kepegawaian;

5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang kepegawaian;

7) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang
kepegawaian;

8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

9) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Daerah;



10) Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah,;

11) Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;

12) Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;

13) Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi
dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan;

14) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

15) Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan
norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;

16) Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;

17) Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

18) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri
Sipil;

19) Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

20) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif;

21) Penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk penyusunan program
pengembangan kepegawaian;

22) Pendokumentasian tata naskah kepegawaian;

23) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang

kepegawaian.
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2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1.

2.2.2.

Kelembagaan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Keadaan Personalia

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 16 (enam belas) orang
dan tenaga hononerer 14 (empat belas) orang yang harus
menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara pada yang berjumlah 1.732 PNS sampai dengan Desember
2015. Sumberdaya PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara terinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah
1. S2 2 Orang
2. S1 20 Orang
3. DIV 2 Orang
4. Dl 2 Orang
5. SMA Sederajat 4 Orang

J umlah 30 Orang

2) Berdasarkan Pangkat / Golongan

No Pangkat/ Golongan Jumlah

1. | Golongan IV

Pembina Utama Madya -

Pembina Utama Muda -

Pembina Tingkat | -

Pembina 1 Orang

11




2. | Golongan I
Penata Tk. | 2 Orang
Penata 2 Orang
Penata Muda Tk. | 2 Orang
Penata Muda 8 Orang
3. | Golongan Il
Pengatur Tk. | -
Pengatur 1 Orang
Pengatur Muda Tk. I -
Pengatur Muda -
4. | Golongan |
Juru Tk. | -
Juru -
Juru Muda Tk. | -
Juru Muda -
5. | Tenaga Hononer /Non Golongan 14 Orang
J umlah 30 Orang
3) Berdasarkan Eselon
No Eselon Jumlah
1. | Eselon ll-b -
2. | Eselon lll-a 1
3. | Eselon IlI-b 4
4. | Eselon IV-a 2
J uml|l ah 7
4) Staf Pelaksana
No Staf Pelaksana Jumlah
1. | Staf 23 Orang
J umlah 23 Orang

12




5) Berdasarkan Gender

No Jenis Kelamin Jumlah
1. | Laki-laki 15 Orang
2. | Perempuan 15 Orang

J umlah 30 Orang

6) Pendidikan Penjenjangan Aparatur

No Jenis Kelamin Jumlah
1. Pimll -
Pim 1 -
3. | Pim IV 5 Orang
Jumlah 5 Orang

2.2.3. Pejabat Struktural
a) Kepala BKPP
1) Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina,
mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan
kepegawaian yang ditetapkan Bupati;
2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
b) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perencanaan, pembinaan pegawai serta pelayanan administrasi
untuk menunjang tugas seluruh satuan organisasi di lingkungan
BKPP.
Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan kebijakan Kepala Badan dan program kerja;
2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang di
lingkungan BKPP;
3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kepala
Badan;

4) pembinaan administrasi dan aparatur pada BKPP;

13



5) pelayanan administrasi di lingkungan BKPP;

6) pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah
tangga, perlengkapan, dokumentasi dan hubungan
kemasyarakatan; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¢). Subbagian Umum, mempunyai tugas :

1) melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, perjalanan dinas,
surat menyurat, alat tulis kantor dan urusan rumah tangga;

2) merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan
rumah tangga;

3) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan absensi pegawai;

4) menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BKPP;

5) mengelola surat masuk, surat keluar dan pendistribusian
surat;

6) mengelola data kepegawaian di lingkungan BKPP;

7) melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan
pengembangan sarana dan prasarana BKPP; dan

8) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai
bidang tugasnya.

d). Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas :

1) menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) BKPP;

2) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), dan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati
(LKPJ) pada BKPP;

3) menganalisa prioritas program kerja dan rencana kegiatan
serta melakukan koordinasi dengan Subbagian terkait untuk
penyusunan anggaran;

4) evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan BKPP; dan
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5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai

bidang tugasnya

. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

1) menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja untuk
program kegiatan BKPP;

2) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan meliputi
verifikasi, pencatatan/akuntansi dan pelaporan;

3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai

bidang tugasnya.

f). Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai

Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai mempunyai

tugas merumuskan dan mempersiapkan proses pengadaan,

pengangkatan dan penempatan pegawai serta promosi jabatan

bagi PNSD.

Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai

menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan dan penyiapan kebutuhan pengadaan PNSD;

2) pelaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dalam
pengangkatan dan pengadaan pegawai serta pemindahan
dan penempatan pegawai sesuai dengan norma, standar,
dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan;

3) pengelolaan data pegawai tidak tetap; dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g). Subbidang Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas :

1) menyusun dan menganalisa kebutuhan pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
2) menyiapkan data jumlah dan susunan pangkat yang

diperlukan dalam penentuan formasi CPNSD;
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h).

3) menyiapkan administrasi pengangkatan dan pengelolaan
pegawai tidak tetap (honorer);

4) menyiapkan dan melaksanakan seleksi CPNSD, proses
pengangkatan, pengadaan pegawai dan penempatan tugas
CPNSD;

5) mempersiapkan proses pengangkatan CPNSD menjadi
PNSD serta pelaksanaan sumpah PNS; dan

6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

Subbidang Pemindahan dan Penempatan Pegawali,

mempunyai tugas :

1) mempersiapkan data dan usulan penempatan pegawai
dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional,

2) mengelola usul pindah tugas pegawai, baik di dalam
lingkungan instansi, maupun usul pindah tugas pegawai
yang akan keluar dan masuk lingkungan instansi;

3) mempersiapkan data dan usulan tentang promosi pegawai;
dan

4) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya

Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai

Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai

mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan upaya

peningkatan disiplin, pembinaan pegawai, penyelesaian
hukuman disiplin, izin perceraian serta pemberian penghargaan
dan pensiun.

Bidang Penegakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai

menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan perencanaan kebijaksanaan di bidang penegakan

disiplin pegawai;
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i)

2) penyiapan pemberian sanksi terhadap PNSD dan pegawai
tidak tetap/honorer yang melanggar peraturan perundang-
undangan;

3) pengelolaan usul penetapan pensiun PNS dan pelayanan
penyiapan usul pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi;

4) penyiapan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan
pelaporan berkaitan dengan hukuman disiplin dan
penyelesaiannya;

5) pelayanan administrasi berkaitan dengan pemberian
pensiun meliputi: pengurusan Taspen, Karsu, Karis dan
Karpeg;

6) pelayanan pemberian surat pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang / berat;

7) pengelolaan pemberian izin perceraian;

8) penyiapan dan pengelolaan pemberian uang duka pegawai;
dan

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Penyelesaian Hukuman Disiplin, mempunyai

tugas:

1) mengumpulkan, mengidentifikasikan pelanggaran dan
membuat usulan pemberian sanksi terhadap PNS dan
Pegawai tidak tetap/honorer yang melanggar peraturan
perundang-undangan;

2) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan
pelaporan tentang hukuman disiplin dan penyelesaiannya,

3) melaksanakan pelayanan pemberian surat pernyataan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;

4) memfasilitasi dan mengelola permohonan izin perceraian;

5) menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah

Daerah di bidang penegakan disiplin; dan
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K).

6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

Subbidang Pemberian Penghargaan dan Pensiun,

mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan mengelola usul penetapan pensiun PNS;

2) mengelola dan melaksanakan pelayanan administrasi
pemberian pensiun meliputi: pengurusan Taspen, Karsu,
Karis dan Karpeg;

3) menyiapkan dan melaksanakan usulan pemberian
penghargaan bagi PNS vyang berprestasi dan usulan
pemberian penghargaan Satya Lencana Karyasatya;

4) menyiapkan, mengusulkan dan mengelola pemberian uang
duka pegawai; dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai

tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan usul

kenaikan pangkat dan usul kenaikan gaji berkala PNS serta
merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan tentang
kesejahteraan dan jaminan pegawai.

Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai

menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan dan pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
usul kenaikan pangkat dan usul kenaikan gaji berkala PNS;

2) penyiapan dan pelaksanaan kebijaksanaan tentang
kesejahteraan pegawai, jaminan pegawai dan cuti;

3) pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Daerah (SIMPEG); dan

4) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala Badan,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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m). Subbidang Pengelolaan Kepangkatan, mempunyai tugas :

1) menyiapkan dan mengelola usul kenaikan pangkat PNS;

2) mengelola dan menyiapkan pemberian kenaikan pangkat
pilihan dan kenaikan pangkat istimewa bagi PNS;

3) menyiapkan dan melaksanakan proses penyesuaian masa
kerja PNS;

4) menyusun dan mengelola Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
PNS;

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

n). Subbidang Data dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai
tugas :

1) menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah
Daerah tentang kesejahteraan dan jaminan PNS dan
pegawai tidak tetap/honorer;

2) mengelola dan melaksanakan usul kenaikan gaji berkala
PNS;

3) melaksanakan pelayanan usul izin cuti PNSD;

4) menyiapkan data PNS dan mengelola Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG); dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

0). Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

merumuskan, menyiapkan, mengelola dan melaksanakan

proses pendidikan dan pelatihan aparatur serta pengembangan
pegawai.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan Diklat
struktural dan Diklat teknis fungsional PNSD;

2) penyusunan dan pemeliharaan data peserta Diklat ;

3) penyiapan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;
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p).

Q).

4) penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Diklat; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan,
sesuai bidang tugasnya.

Subbidang Diklat Struktural, mempunyai tugas :

1) menyiapkan, menyusun rencana dan melaksanakan proses
Diklat Struktural;

2) menyiapkan data dan usul tentang kebutuhan Diklat
Struktural dan Diklat Prajabatan;

3) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, pembinaan alumni Diklat
serta mengkoordinasikan peningkatan kualitas tenaga
pengajar;

4) mengelola dan memfasilitasi pelaksanaan ujian/tes untuk
mengikuti Diklat PIM; dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,
sesuai bidang tugasnya.

Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional, mempunyai tugas :

1) menyiapkan, menyusun rencana dan melaksanakan proses
Diklat teknis fungsional pada BKPP;

2) menyiapkan data dan usul tentang kebutuhan Diklat teknis
fungsional bagi aparatur;

3) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
Diklat teknis fungsional, pembinaan alumni serta
mengkoordinasikan peningkatan kualitas tenaga pengajar;

4) menyiapkan dan menyusun rencana tentang pengembangan
pegawai serta memfasilitasi ijin belajar, pelaksanaan ujian
dinas, ujian penyesuaian ijazah, pengiriman pegawai untuk
tugas belajar/mahasiswa ikatan dinas dan sejenisnya; dan

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai bidang tugasnya.
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1.2.4 Sarana dan Peralatan Kerja Utama

a. Sarana Gedung Kantor terdiri dari :

NO URAIAN JUMLAH / SATUAN
1. | Ruang Kerja Kepala Badan -
2. |Ruang Kerja Sekretaris Badan -

beserta Staf
3. | Ruang Kerja  Kepala  Bidang -
Pengadaan dan Penempatan
Pegawai beserta Staf
4. | Ruang Kerja Kepala Bidang -
Kepangkatan dan Kesejahteraan
Pegawai beserta Staf
5. | Ruang Kerja Kepala Bidang -
Penegakan Disiplin dan Penghargaan
Pegawai beserta Staf
6. | Ruang Kerja Kepala Bidang -
Pendidikan dan Pelatihan beserta
Staf
7. | Ruang Data -
8. | Ruang Rapat -
9. | Kamar mandi/ WC -
10. | Musholla -

b. Prasarana/Peralatan Kerja Utama

NO

URAIAN

JUMLAH / SATUAN

Meja Kursi Eselon |l

Meja Kursi Eselon Il

Meja Kursi Eselon IV

Meja Kursi Staf

Lemari

Filing Cabinet

N o g & W N e

Komputer
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8. | Printer -

9. | Note Book -

10. | LCD -

2.2.5 Anggaran sebelum Tahun 2016

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas Utara merupakan salah satu dari beberapa SKPD yang terbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9
Tahun 2015 dan pelantikan pejabat struktural dilaksanakan pada tanggal
14 Pebruari 2016. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum Tahun 2016 belum
mempunyai anggaran sendiri, tetapi masih terdapat anggaran Bagian
Kepegawaian dan Diklat Setda Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun

jumlah anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

TAHUN
No. URAIAN
2014 (Rp) 2015 (Rp)
1. | Belanja Tidak Langsung - -
Prosentase Kenaikan pertahun
Rata-rata Kenaikan
2. | Belanja Langsung 2.701.469.075 | 3.0630.614.219
Prosentase Kenaikan Pertahun 34,39%
Rata-rata Kenaikan 34,39%
Jumlah 1 + 2
Prosentase Kenaikan Pertahun 34,39%
Rata-rata Kenaikan 34,39%

Dari tabel di atas, anggaran Bagian Kepegawaian dan Diklat Setda
Kabupaten Musi Rawas Utara hanya memuat anggaran Belanja Langsung
karena untuk anggaran Belanja Tidak Langsung ada di Bagian
Administrasi Keuangan Setda. Belanja Langsung Bagian Kepegawaian
dan Diklat Setda Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2015
mengalami kenaikan sebesar 34,39% atau sebesar Rp. 929.145.144,-.
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Kenaikan anggaran tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 terdapat
rencana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS, selain
itu tidak ada perubahan jumlah anggaran.

Diasumsikan terjadi kenaikan anggaran pada Renstra Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2020 mengacu pada anggaran tahun sebelumnya, dan
berdasarkan kebutuhan awal sebagai Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan baik pada Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai
maupun pada Belanja Langsung/Belanja kegiatan. Kenaikan anggaran ini
ditujukan terutama untuk belanja modal yang masuk dalam Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, karena Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
belum mempunyai peralatan dan perlengkapan kantor. Program
pelayanan administrasi perkantoran juga menyesuaikan kebutuhan
organisasi sebagai Badan. Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib
pada Belanja Langsung juga mengalami kenaikan karena untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun
sebelumnya dan harus dilaksanakan pada tahun 2016. Tentunya untuk
tahun-tahun berikutnya menyesuaikan kebutuhan prioritas.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan tupoksi adalah
menyelesaikan urusan administrasi kepegawaian di daerah dengan sistem
dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
meliputi:

1. Penempatan pegawai;
. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai;

2
3
4. Persyaratan mutasi/ pemindahan pegawai;
5. Pengurusan ljin Belajar;

6

. Pengurusan Tugas Belajar;
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7. Prosedur Pengajuan Kartu Pegawai;

8. Penerbitan Kartu Suami/lsteri;

9. Administrasi Pengajuan Culti;

10.Pemberian Penghargaan/Reward dan sanksi/ punishment;

11.Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ljazah;

12. Administrasi Pensiun.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Utara yang menjadi target pelayanan sampai dengan bulan Desember

2016 berjumlah 1.867 orang dengan rincian:

No Golongan Jumlah

v 217 Orang

[l 1.010 Orang

1
2
3. [l 614 Orang
4 I 26 Orang

J um | ah 1.867 Orang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas Utara yang sebelumnya Bagian Kepegawaian dan Diklat Setda
Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanaan program dan kegiatan melalui
strategi, kebijakan, program dan kegiatan, serta hasil evaluasi capaian
kinerja pelayanan yang menjadi urusan wajib sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2.4. Tantangan dan Peluang
Tantangan yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk 5 tahun kedepan adalah :
1. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian
yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun untuk 5 tahun
kedepan yang perlu disiapkan penggantinya;

3. Posisi jabatan struktural/fungsional PNS yang masih belum terisi ;
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4.
5.

Masih adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS; dan
PNS yang masih memerlukan pendidikan penjenjangan untuk

meningkatkan kompetensi.

Peluang yang dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan

adalah:

a.

Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam penataan personil;

Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan profesional;
Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola

PNS yang profesional dalam penataan manajemen PNS; dan

. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung

pelayanan yang prima, cepat dan tepat.
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BAB Il
ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis
pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 yang
dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya pelayanan publik
yang masih kurang optimal, serta kualitas dan kuantitas sumber daya
aparatur pemerintah yang masih terbatas. Untuk mewujudkan Good
Governance dan mewujudkan pelayanan prima dibutuhkan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas, profesional dan proporsional. Pegawai Negeri
Sipil Daerah merupakan sumber daya aparatur di daerah selaku pelayan
masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara
profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan
jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan
prima di daerah. Dari analisis isu strategis yang menjadi permasalahan di
daerah adalah bagaimana kemudahan pelayanan publik baik pelayanan
administrasi dan hak-hak masyarakat lainnya dapat terlayani dengan baik.

Kemudian dari hasil analisis lingkungan daerah untuk mewujudkan
pelayanan publik dan yang menjadi kekuatan yaitu tersedianya sumber
daya manusia yang memadai. Analisis yang menjadi kelemahan daerah
adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum memuaskan dan
yang menjadikan peluang daerah adalah adanya political will secara
nasional untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui
prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan dan yang menjadi
ancaman daerah adalah era globalisasi yang harus diikuti sesuai
perkembangan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan merupakan Organisasi Perangkat Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsi adalah menyelesaikan urusan administrasi

kepegawaian di daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam
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peraturan perundang-undangan yang meliputi : perencanaan (formasi),
persyaratan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan, pendidikan
dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan
penghargaan (reward), serta pensiun.

Untuk mendukung Program Pembangunan Pemerintah Daerah
selama 5 tahun kedepan sesuai agenda dan prioritas pembangunan
diantaranya mewujudkan peningkatan kuantitas sumber daya manusia
aparatur pemerintah dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
sehingga mempunyai kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang
ditandai dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan
pemerintahan dan semangat entepreneur dikalangan masyarakat luas,
yang selanjutnya diarahkan kedalam agenda prioritas pembangunan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai konsekuensi dalam
mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan
kemudahan pelayanan publik tentunya perlu dipersiapkan penataan
sumber daya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata
sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil ldentifikasi Permasalahan
tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisa SWOT, Analisis
Alternatif Strategi dan Analisa Strategis Pilihan yang diuraikan sebagai
berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi :

Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi
perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pengelolaan Sumber Daya
Manusia Aparatur adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum
tercapai sehingga perlu ditindaklajuti pada Renstra Tahun 2016-2020
sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5
tahun mendatang. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan dalam hal

penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
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o T W

Masih kurangnya kecakapan teknis Sumber Daya Manusia;
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung;
Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang; dan

Sistem informasi kepegawaian yang belum berjalan dengan baik.

1) Kekuatan/Strenght (S)

a.

Adanya Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepegawaian
dalam  menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di bidang kepegawaian;

. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan dan

komitmen kinerja yang baik;

. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan; dan

. Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan

profesional.

2) Kelemahan/Weakness (W)

a.

Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan
pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang

cukup khususnya untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS;

. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat;
. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan

jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan; dan

. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan.

3) Peluang/Opportunity (O)

a.

b.

C.

Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam penataan personil;

Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan
dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan
profesional ;

Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan
mengelola PNS yang profesional dalam penataan manajemen
PNS; dan
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d. Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat dan tepat.

4) Ancaman/Threat (T)

a. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari
proses rekruitmen hingga proses pensiun;

b. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut
perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti
perubahan;

c. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk
direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti; dan

d. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima
pelayanan dari PNS secara profesional.

3.1.1.ASUMSI

Dari kedua Analisis tersebut baik lingkungan Internal ataupun Eksternal
dengan menggunakan analisis SWOT (Tabel 1) diperoleh Asumsi (ASI)
sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian
dalam menunjang  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan di bidang kepegawaian dan tersedianya dana yang
cukup untuk melaksanakan kegiatan merupakan kekuatan utama
dalam pencapaian Visi;

2. Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat,
kurangnya fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai untuk
mendukung  perkembangan dan  penyampaian informasi
kepegawaian di daerah merupakan kelemahan untuk pencapaian
Visi;

3. Adanya potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam penataan personil dan kebijakan untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar
PNS berdisiplin dan profesional merupakan peluang yang perlu
dimanfaatkan untuk pencapaian Visi;
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4. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari

proses rekruitmen hingga proses pensiun, era globalisasi dan
kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan
kepegawaian harus mengikuti perubahan merupakan ancaman

terhadap pencapaian Visi.

3.1.2. ANALISIS STRATEGIS

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya,

dilakukan Analisa Strategis dan Analisa Pilihan (ASAP) melalui

pengembangan lebih lanjut Analisa SWOT (Tabel 2) ditemukan Strategi

alternatif adalah sebagai berikut :
1). Strategi SO

a.

Mendayagunakan Undang-Undang dan Peraturan tentang
Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber
Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan

personil yang profesional dan proporsional;

. Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur
agar PNS berdisiplin dan profesional.

2). Strategi WO

a.

Prasarana yang kurang memadai untuk memberikan kenyamanan
pelayanan kepada PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup
untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS ditingkatkan
dengan mengelola PNS yang profesional dalam penataan
manajemen PNS;

Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat
dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan
komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan

tepat.
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3). Strategi ST

Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang

relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan

publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara profesional.

4). Strategi WT
a. Dengan terbatasnya personil yang menangani kepegawaian

dengan jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan ditingkatkan
melalui pengembangan sarana prasarana yang kurang memadai
untuk mendukung perkembangan dan penyampaian informasi
kepegawaian didaerah;

b. Dengan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
untuk mendukung pelayanan ditingkatkan dengan pengembangan
sarana prasarana untuk memberikan tuntutan standar pelayanan
publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS secara
profesional.

3.1.3. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga dapat

memperjelas hubungan antara Visi, Misi dan Nilai-nilai Asumsi dan ASAP.

Selanjutnya disusun Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan

dikembangkan dari Alternatif Strategi (Tabel 3), sebagai berikut :

1) Mendayagunakan Undang-Undang dan Peraturan tentang
Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kepegawaian dengan mengembangkan
potensi Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Tes Potensi
Akademik (TPA) menuju penataan personil yang profesional dan
proporsional,

2) Meningkatkan penyampaian informasi kepegawaian melalui teknologi
informasi kepada SKPD yang lokasinya menyebar di daerah agar
pelayanan kepegawaian diterima dengan cepat dan tepat;

3) Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada
Pegawai Negeri Sipil untuk berdisiplin dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat; dan
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4) Meningkatkan kemampuan aparatur

dalam mengatasi standar

pelayanan publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari PNS

secara profesional melalui kegiatan Sosialiasi peraturan di bidang

kepegawaian, asistensi dan kursus singkat pelatihan dan ketrampilan

menuju profesionalisme PNS.

ANALISA SWOT

STRENGTH (Kekuatan)

Tabel 1

Aparatur yang dapat dikembangkan dalam

penataan personil;

1. Adanya Undang-Undang dan Peraturan | 15 | 4| 60 | | | Adanya Undang-Undang dan
tentang Kepegawaian dalam menunjang Peraturan tentang
penyelenggaraan pemerintahan dan Kepegawaian dalam
pembangunan di bidang kepegawaian; menunjang penyelenggaraan

2. Tersedianya aparatur yang memiliki| 10 | 3| 30 | IV | pemerintahan dan
kompetensi pendidikan dan komitmen pembangunan di bidang
kinerja yang baik; kepegawaian dan tersedianya

3. Tersedianya dana yang cukup untuk | 15 | 3| 45| Il | dana vyang cukup untuk
melaksanakan kegiatan; melaksanakan kegiatan

4. Kemampuan personil dalam struktur | 10 | 4| 40 | Il | merupakan kekuatan utama
organisasi yang relevan dan profesional. dalam pencapaian Visi

WEAKNESS (Kelemahan)

1. Prasarana yang kurang memadai untuk | 15 | 4| 60 | | | Jangkauan lokasi SKPD yang
memberikan  kenyamanan  pelayanan menyebar didaerah  yang
kepada PNS dan belum tersedianya menghambat penyampaian
sarana yang cukup untuk penyimpanan informasi kepegawaian secara
data arsip perorangan PNS; cepat, Kurangnya fasilitas

2. Terhambatnya penyampaian informasi | 15 | 3| 45 | Il | sarana prasarana yang kurang
kepegawaian secara cepat; memadai

3. Terbatasnya personil yang menangani | 10 | 3| 30 | IV | untuk mendukung
kepegawaian dengan jumlah PNS yang perkembangan
mendapatkan pelayanan; dan penyampaian informasi

4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana | 10 | 4| 40 | lll | kepegawaian didaerah
yang memadai untuk  mendukung merupakan kelemahan untuk
pelayanan. pencapaian Visi

100
OPORTUNITY (Peluang)
1. Adanya potensi Sumber Daya Manusia | 15 | 4| 60 | | | Manusia Aparatur yang dapat

dikembangkan dalam

penataan personil dan
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2. Adanya

kebijakan untuk melakukan

pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kepada aparatur agar PNS

berdisiplin dan profesional;

. Adanya kebijakan pemerintah untuk
mengembangkan dan mengelola PNS
yang profesional dalam  penataan
manajemen PNS;

Sistem teknologi Informasi dan

komputerisasi yang mendukung pelayanan

yang prima, cepat dan tepat.

10

15

10

40

45

30

THREAT (Ancaman)

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih | 15 | 4| 60

baik bagi PNS mulai

rekruitmen hingga proses pensiun;

2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang | 15 | 3| 45

menuntut

pelayanan kepegawaian harus mengikuti

perubahan;
3. Adanya perkembangan

pemerintah yang baru,

secara cepat dan segera ditindaklajuti;
4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi | 10 | 3| 30

masyarakat penerima pelayanan dari PNS

secara profesional.

dari

perkembangan

kebijakan | 10 | 4| 40

untuk direspon

proses

sistem

kebijakan untuk
mengembangkan dan
mengelola

PNS yang profesional dalam

penataan manajemen PNS
merupakan peluang yang
perlu  dimanfaatkan  untuk

pencapaian Visi.

Adanya tuntutan pelayanan
yang lebih baik bagi PNS
mulai dari proses rekruitmen
hingga proses pensiun serta
terbatasnya pengetahuan

teknologi informasi bagi PNS

sehingga menghambat
pelayanan kepegawaian
merupakan ancaman

terhadap pencapaian Visi

100

= Sangat tinggi pengaruhnya =4 =
= Tidak berpengaruh =1

Tinggi pengaruhnya = 3 =

Tidak tinggi pengaruhnya = 2

Tabel 2

ANALISIS ALTERNATIF STRATEGI

(Internal)

Eksternal

STRENGHT (kekuatan)

WEAKNESS (kelemahan)

1.

2.

3.

Adanya Undang-Undang dan
Peraturan tentang
Kepegawaian dalam

menunjang penyelenggaraan

pemerintahan dan
pembangunan di  bidang
kepegawaian;

Tersedianya aparatur yang
memiliki kompetensi
pendidikan dan komitmen

kinerja yang baik;
Tersedianya dana yang cukup

untuk melaksanakan

Prasarana yang kurang

memadai untuk memberikan
kenyamanan pelayanan
kepada PNS dan belum

tersedianya sarana yang
cukup untuk penyimpanan data
arsip perorangan PNS;

Terhambatnya  penyampaian

informasi kepegawaian secara

cepat;

Terbatasnya personil yang
menangani kepegawaian
dengan jumlah PNS vyang
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Adanya potensi Sumber Daya
Manusia Aparatur yang dapat

dikembangkan dalam penataan

personil;

Adanya kebijakan untuk
melakukan pembinaan,
pengembangan dan

pengawasan kepada aparatur
agar PNS berdisiplin dan
profesional ;

Adanya kebijakan pemerintah
untuk mengembangkan dan
mengelola PNS yang
profesional dalam penataan
manajemen PNS ;

Sistem teknologi Informasi dan
komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat

dan tepat.

Adanya tuntutan pelayanan
yang lebih baik bagi PNS mulai
dari proses rekruitmen hingga
proses pensiun;

2.Era globalisasi dan kemajuan
Iptek yang menuntut
perkembangan sistem
pelayanan kepegawaian harus
mengikuti perubahan;

3.Adanya perkembangan
kebijakan  pemerintah  yang
baru, untuk direspon secara

cepat dan segera ditindaklajuti,

4. Tuntutan Standar Pelayanan

Publik bagi
penerima pelayanan dari PNS

masyarakat

secara profesional

kegiatan;
Kemampuan personil dalam

struktur ~ organisasi  yang

relevan dan profesional.

Mendayagunakan  Undang-

undang dan Peraturan
tentang Kepegawaian dalam
menunjang penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan di  bidang
kepegawaian untuk menata
potensi Sumber Daya
Manusia Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam
penataan personil  yang
profesional dan proporsional.
(S1+0B);

Mendayagunakan dana yang
cukup untuk melaksanakan
kegiatan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan

kepada aparatur agar PNS

berdisiplin dan profesional.
(S3+2)

Memanfaatkan Kemampuan

personil dalam struktur
organisasi yang relevan dan
profesional untuk menghadapi
tuntutan standar pelayanan
publik bagi masyarakat
penerima pelayanan dari PNS

secara profesional (S3 + T3).

mendapatkan pelayanan;
Kurangnya fasilitas sarana dan
prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan.

Prasarana yang kurang
memadai untuk memberikan
kenyamanan pelayanan
kepada PNS dan belum
tersedianya sarana yang cukup
untuk penyimpanan data arsip
perorangan PNS ditingkatkan
dengan mengelola PNS yang
profesional dalam penataan
manajemen PNS (WL +O3);
Terhambatnya penyampaian
informasi kepegawaian secara
cepat karena jangkauan lokasi

SKPD yang menyebar didaerah

dilakukan melalui
pengembangan Sistem
teknologi Informasi dan

komputerisasi yang mendukung
pelayanan yang prima, cepat
dan tepat (W2 + O4).

Dengan terbatasnya personil
yang menangani kepegawaian
dengan jumlah PNS vyang
mendapatkan pelayanan
ditingkatkan dengan sarana
prasarana yang kurang
memadai untuk mendukung
perkembangan dan
penyampaian informasi
kepegawaian didaerah; (W3 +
T);

Dengan Kurangnya fasilitas
sarana dan prasarana yang
memadai untuk mendukung
pelayanan ditingkatkan dengan
pengembangan sarana
prasarana untuk memberikan

tuntutan standar pelayanan
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publik

bagi

masyarakat

penerima pelayanan dari PNS

secara profesional. WA +T4).

ANALISA STRATEGIS DAN PILIHAN Tabel 3
SKOR JML
ASUMSI
MISI | VISI NILAI SKOR
I. STRATEGI SO
1. Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan
tentang Kepegawaian dalam  menunjang D4
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di bidang kepegawaian untuk 4 4 “a 20
menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur T4
yang dapat dikembangkan dalam penataan
personil yang profesional dan proporsional.
2. Mendayagunakan dana yang cukup untuk D3
melaksanakan kegiatan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada aparatur 3 4 “3 o
agar PNS berdisiplin dan profesional. T
Il. STRATEGI WO
1. Prasarana yang kurang memadai untuk
memberikan kenyamanan pelayanan kepada D2
PNS dan belum tersedianya sarana yang cukup 2 2 K2 10
untuk penyimpanan data arsip perorangan PNS T2
ditingkatkan dengan mengelola PNS yang
profesional dalam penataan manajemen PNS;
2. Terhambatnya penyampaian informasi
kepegawaian secara cepat .dilakukan melalui D4
pengembangan Sistem teknologi Informasi dan 3 3 K4 18
komputerisasi yang mendukung pelayanan yang T4
prima, cepat dan tepat.
lll. STRATEGI ST
1. Memanfaatkan Kemampuan personil dalam b3
struktur organisasi yang relevan dan profesional
untuk menghadapi tuntutan standar pelayanan 3 2 “3 1
publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari T
PNS secara profesional.
IV. STRATEGI WT 4 4 D2 14
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1. Dengan terbatasnya personil yang menangani K2
kepegawaian dengan jumlah PNS yang T2
mendapatkan pelayanan tingkatkan pelayanan
dengan pengetahuan teknologi informasi bagi

PNS untuk penyampaian informasi;

2. Dengan Kurangnya fasiltas sarana dan

prasarana yang memadai untuk mendukung

D2
elayanan ditingkatkan dengan pengembangan
pelay g g P_ g g 5 5 K 2 10
sarana prasarana untuk memberikan tuntutan o

standar pelayanan publik bagi masyarakat

penerima pelayanan dari PNS secara profesional.

Keterangan Skor :

4 = Paling Terkait D = Disiplin
3 = Sangat Terkait K = Kejujuran
2 = Terkait T = Terampil

1 = Tidak Terkait

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun
2016-2020

a. Visi-Misi

Visi Bupati Musi Rawas Utara yang dituangkan melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-
2020 adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur,
Aman, Cerdas dan Bermartabat ”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai
pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap
komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan
mandat yang diberikannya. Rumusan misi pembangunan
Kabupaten Musi Rawas Utara yang sejalan dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
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Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Mewujudkan tata kelola
Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara yang baik.

b. Tujuan
Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis
strategi maka tujuan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi
Rawas Utara adalah mengembangkan akuntabilitas
kepemerintahan yang bertanggungjawab.

c. Sasaran
Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan
Kabupaten Musi Rawas Utara diharapkan berdampak pada
seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain terselenggaranya
pemerintahan yang efesien dan efektif.

d. Strategi
Strategi yang diterapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah meningkatkan
kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

e. Arah Kebijakan
Sesuai dengan strategi yang diterapkan, maka arah kebijakan
yang dibuat adalah :
1) Meningkatkan jumlah aparatur pemerintah yang berkompetensi;

2) Meningkatkan Profesionalisme aparatur pemerintah.

3.3. Telaah Renstra K/L

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa Visi
Indonesia adalah mewujudkan Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
Sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranya mewujudkan
bangsa yang berdaya-saing dengan membangun sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan
pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan
menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang

maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan
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memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah
menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem
produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam
negeri. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki agenda
pembangunan dalam sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA
diantaranya membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan
yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah
melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada
Pembangunan Manajemen Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil
Daerah untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah
dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang

profesional dan proporsional.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan

ISu-isu strategis

Pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara sangat terkait dengan RTRW Provinsi Sumatera
Selatan dimana Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonomi
Baru (DOB) diharapkan memiliki tata ruang dan sarana prasarana yang
baik dengan perencanaan yang matang sebagai penunjang roda
pemerintahan yang baru di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kebijakan dan
strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah
pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis
tersebut sasaran yang diharapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah kedepan adalah Peningkatan
pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian melalui
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik,
dengan tersedianya sistem jaringan diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pelayanan kepegawaian daerah yang baik di era globalisasi.
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu Strategis pada RPJMD 2016-2020 merupakan bagian
tahapan pembangunan pertama RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi

permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan

permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara
berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan pertama pada
penentuan isu-isu strategis antara lain :

1. Pelayanan publik masih kurang optimal;

2. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah masih

terbatas.

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 - 2020 yang harus

ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis

daerah yaitu :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih kurang;

2. Masih rendahnya jumlah kapasitas sumber daya aparatur yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan;

3. Tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan pelayanan prima namun tidak diimbangi dengan
pemberian formasi untuk kebutuhan pegawai dengan jumlah pegawai
yang pensiun di daerah;

4. Belum optimalnya sarana pendukung untuk memberikan pelayanan
administrasi kepegawaian yang memadai; dan

5. Sistem informasi kepegawaian yang belum berjalan dengan baik.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan melihat dan mempertimbangkan
serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan
timbul. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas Utara mengacu pada Renstra Prioritas
Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 dengan
mengartikulasi Visi melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-
2020.

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati periode
2016-2020 maka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan
melakukan diskusi intern serta memanfaatkan informasi data yang ada.
Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Renstra
secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan,
Kebijaksanaan, Program dan yang cukup realistik dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan yang sesuai dengan kebijakan pembangunan
nasional dan daerah.

4.1. Visi dan Misi

Visi yang disepakati dan ditetapkan pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara mencerminkan
apa yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik
dan untuk mewujudkan harapan di masa mendatang seiring dengan
pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara® karena Badan Kepegawaian Daerah
merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan elemen
penting dalam mensukseskan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara, dirumuskan VISI sebagai berikut :
” TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM
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RANGKA PENATAAN PEGAWAI YANG PROPORSIONAL MENUJU
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL
DAN BERDAYA SAING”

Makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian adalah
mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah,
cepat dan tepat;

b. Penataan pegawai yang proporsional adalah perencanaan,
penataan dan penempatan pegawai yang memiliki kemampuan
teknis dan kompetensi;

c. Sumber daya aparatur yang profesional adalah aparatur yang
berdisiplin dalam pengabdian, berdedikasi tinggi menjadi teladan
dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta
memiliki wawasan yang luas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat;

d. Berdaya saing adalah kualitas aparatur yang mampu menghadapi
kemajuan teknologi dan mengatasi permasalahan dengan baik.

Kata kunci dari Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Musi Rawas Utara Sumber Daya Aparatur yang profesional
artinya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan profesional
diharapkan mampu mensukseskan kelancaran pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Visi dapat berjalan sesuai
dengan harapan jika seluruh rangkaian dari program, kebijakan, sasaran,
tujuan dan misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai
dengan tahapan - tahapan pada rencana strategis.

MISI:

Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara yang
menggambarkan tujuan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Agar
tujuan tersebut dapat mewujudkan Visi yang ditetapkan, Misi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

adalah :
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik

2. Melaksanakan pembinaan pegawai

3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan
pengembangan pegawai serta mengelola sistem infromasi manajemen

kepegawaian

NILAI - NILAI :
Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas dukungan sikap dan nilai
luhur yang harus dimiliki oleh pegawai pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan khususnya dan pegawai di seluruh lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah harus mampu menjadi :

= Pegawai yang berdisiplin dalam pengabdian;

» Pegawai yang mempunyai rasa kejujuran dalam bekerja;

= Pegawai yang berinovasi dan berfikir maju menyongsong program

masa depan;

» Pegawai yang profesional dalam tugas.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Searah dengan visi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara,

tujuan dan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pencapaian target
merupakan ukuran keberhasilan yang berdasar pada pangkal Visi dan
Misi. Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan dengan pertimbangan
hasil Faktor Penentu Keberhasilan (FPK), maka selanjutnya disusun
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan sebagai komitmen dalam mendukung RPJMD
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020. Tujuan dan sasaran
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara secara ringkas

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1. Strategi Pembangunan

Strategi merupakan kebijakan - kebijakan yang diambil dalam rangka
mengimplementasikan agenda pembangunan pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara 5 (Lima) tahun

kedepan strategi yang diperlukan sebagai berikut :

1) Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS, strategi diarahkan
melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Bimtek, Kursus-kursus
dan Pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah;

2) Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi
strategi diarahkan dengan melaksanakan seleksi ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah bagi PNS yang lulus pendidikan formal agar PNS
mampu meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan disiapkan
untuk mengisi formasi jabatan dan penataan personil yang profesional
dan proporsional;

3) Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional
dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian strategi
diarahkan dengan memberikan bantuan tugas belajar ikatan dinas,
pemberian ijin belajar PNS ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
memberikan penghargaan/reward kepada PNS untuk peningkatan
kesejahteraan, memberikan sanksi/punishment PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dan peningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian
daerah yang baik, melalui pembangunan sistem pelayanan
kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui pengelolaan
pengembangan pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) dan data elektronik;

4) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik, strategi
diarahkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
untuk pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu
kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Utara.
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4.3.2. Kebijakan

1) Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan di
bidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan;

2) Meningkatkan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan
kedinasan;

3) Meningkatkan disiplin pegawai dengan pemberian reward dan
punishment, melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan
rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan izin
belajar, menempatkan pegawai sesuai azas “the right man on the right
place” serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana
pendukung secara berkelanjutan;

4) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat
dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih  kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan

program yang menjadi prioritas urusan wajib. Masing-masing program
dijelaskan sebagai berikut :

a. Program SKPD merupakan program untuk mendukung pelaksanaan
program utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung). Sedangkan Program
SKPD merupakan kegiatan belanja rutin terdiri 4 (empat) program dan
implementasi kedalam 18 (delapan belas) kegiatan. Untuk program
prioritas yang menjadi urusan wajib/ belanja langsung terdiri dari 3
(tiga) program dan jabarkan kedalam 10 (sepuluh) kegiatan dengan
rincian sebagai berikut :

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan
melalui 9 ( sembilan) kegiatan, yaitu ;
1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan,;
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5) Penyediaan alat tulis kantor;
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;
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b).

d).

8) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3) Pengadaan Kendaraan Dinas;
4) Pengadaan Mebeleur;
5) Pengadaan Pakaian Dinas;
6) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu;
7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan
melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :
1). Pendikan dan Pelatihan Formal.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :.
1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD ;

Prioritas Program yang menjadi Urusan Wajib pada Belanja

Langsung

a).

b).

Pendidikan Kedinasan dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :

1) Pendidikan penjenjangan struktura ;

2) Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dilaksanakan

melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1). Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi bagi
PNS

. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan melalui 8

(delapan) kegiatan, yaitu :
1) Penempatan PNS;
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2) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis PNS;

3) Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah;

4) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;

5) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

6) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas;

7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas
urusan wajib / Belanja Langsung di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan melalui kegiatan
yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural output kegiatan
yang dilaksanakan adalah ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas
bagi PNS yang memenuhi syarat administrasi. Kegiatan ini
bertujuan untuk mengetahui kompetensi PNS yang lulus ujian dinas
dan ujian penyesuaian ijazah untuk proses kenaikan pangkat dan
peningkatan kesejahteraan ;

2) Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme output
kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Peraturan Bidang
Kepegawaian kepada PNS dan Tes Potensi Akademik (TPA) bagi
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

48



3)

4)

5)

pemahaman  tentang perkembangan peraturan bidang
kepegawaian agar setiap PNS memiliki wawasan dan ketrampilan
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing - masing
SKPD.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah ouput kegiatan yang dilaksanakan adalah
pemeliharaan standar manejemen mutu ISO ( Maintenance )
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk
peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan
tepat sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kepuasan
pelayanan.

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS ouput dari kegiatan
adalah terlaksananya rekruitmen pegawai dari pelamar umum
tujuan kegiatan ini tersedianya CPNS yang lulus seleksi ujian untuk
mengisi formasi pegawai yang lowong karena pensiun, mutasi,
diberhentikan sesuai kebutuhan organisasi, namun Kkarena
kewenangan rekruitmen yang memiliki otoritas pemberian formasi
pemerintah pusat maka pendataan dapat dilakukan dengan
mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan;
Kegiataan Penempatan PNS output kegiatan yang dilaksanakan
adalah Penataan dan Penempatan PNS dalam jabatan melalui
proses sidang Baperjakat dalam hal pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian dalam jabatan PNS, Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural yang dimutasikan
dan pengambilan Sumpah/Janji CPNS yang diangkat menjadi PNS
dan proses administrasi pegawai mutasi antar daerah
propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah ; Penyusunan
rencana pembinaan karir PNS dalam penempatan pejabat yang
profesional dan proporsional dilakukan melalui analisis penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dengan tujuan terwujudnya
penempatan pejabat yang profesional dalam tugas pokok dan

fungsi ;
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6)

7)

8)

9)

Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS output kegiatan adalah Proses administrasi
Penerbitan SK Impasing Gaji PNS, Penyusunan data DUK PNS,
Penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS dan
Pembuatan SKP Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara tujuan kegiatan adalah pemenuhan hak bagi PNS
untuk memperoleh reward/penghargaan ;

Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah ouput kegiatan adalah terlaksananya
pemutakhiran/entry data PNS sesuai perkembangan dalam data
elektronik dan dalam jaringan SIMPEG, tersimpannya manual data
dan data elektronik mulai dari proses pengangkatan sampai proses
pensiun ;

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
ouput kegiatan adalah terlaksananya usulan pemberian
penghargaan Satya Lencana, Penerbitan SK Pensiun, SK
Kenaikan Pangkat Pengabdian, Proses administrasi Karis/Karsu,
Taspen, Bapertarum dan Pemberian Tali Asih bagi PNS yang
Purna Tugas tujuan kegiatan adalah pemberian penghargaan atas
jasa pengabdian kepada bangsa dan negara dan untuk
peningkatan kesejahteraan ;

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS output kegiatan adalah proses administrasi bagi PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin PNS dan pelanggaran
peraturan perundangan yang berlaku dengan penerbitan sanksi
administrasi kepegawaian / punishment dengan tujuan kegiatan
dilakukan pembinaan dan pengawasan PNS untuk berdisiplin serta

menurunya pelanggaran disiplin ;

10)Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas output

kegiatan adalah Terlaksananya proses administrasi PNS yang
berminat melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi melalui

program studi S-3, S-2,S-1, dengan pemberian bantuan tugas
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belajar ikatan dinas sesuai dengan kebutuhan organisasi tujuan
kegiatan adalah tersedianya pegawai yang berkualitas dan
berkompetensi ;

11)Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan output kegiatan
yang dilaksanakan adalah penyusunan buku informasi dan
perkembangan pembangunan kepegawaian, Bintek Administrasi
kepegawaian kemasing-masing Organisasi Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPMJD

Kebijakan umum adalah arah tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan, yang dirumuskan berdasarkan arahan strategi dan misi dalam
rangka mencapai visi pembangunan 5 tahun Kabupaten Musi Rawas
Utara Tahun 2016-2020 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program.
Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJMD perlu
dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi melalui
Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil
musyawarah pembangunan. Indikator kinerja SKPD Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD vyaitu meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah
dengan sasaran semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan umum daerah memperkuat kelembagaan, tugas pokok,
fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan
kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana kerja,
meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi
kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. Indikator yang diharapkan
adalah semakin meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya
kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Indikator
rencana kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Musi Rawas Utara disusun sebagaimana tabel berikut.
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PENUTUP

Kemandirian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam satu sisi tentunya memberikan
kebebasan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia
yang dimilikinya, tetapi disisi lain apabila tidak dapat memanfaatkan
dengan baik kewenangan yang dimiliki akan menyebabkan penurunan
kualitas profesional aparatur. Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai bingkai pengelolaan
manajemen sumberdaya aparatur hendaknya lebih profesional dalam
menjalankan  fungsinya baik sebagai pelaksana pembangunan
pemerintahan maupun sebagai pelayan masyarakat dan dituntut untuk
netral dari kepentingan politik maupun golongan.

Hakekat Otonomi Daerah memberikan ruang interaksi yang
mendekatkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, fenomena tersebut
tentunya mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan Sumber Daya
Manusia dalam merespon dan mengantisipasi semakin cerdasnya
masyarakat.

Desentralisasi manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilaksanakan secara profesional dalam rangka memberdayakan
Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga mampu menyelenggarakan
Otonomi Daerah secara akuntabel dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk memberdayakan manajemen Pegawai Negeri
Sipil Daerah sebagai bagian dari manajemen kepegawaian nasional,
diperlukan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian secara
komprehensif berdasarkan :

1. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah harus
tetap menjamin peningkatan dan keserasian dengan manajemen
kepegawaian nasional, dengan menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ;

2. Pengembangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang

rasional perlu dilakukan analisa jabatan, evaluasi jabatan,
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klasifikasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan pola karier
serta prestasi kerja.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2020 adalah sebagai
dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi
pembangunan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum program
pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian Renstra Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara
dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya
melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.

Muara Rupit, November 2016

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

FIRDAUS, SH., M.Hum
NIP. 19610623 198103 1 002
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Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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MUARA RUPIT (31654)

STRUKTUR ORGANISAS

KEPALA
BKPP
SEKRETARIS
| |
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
UMUM PERENCANAAN KEUANGAN
BENDAHARA
| | | |
KABID PENGADAAN & KABID PENEGAKAN DISIPLIN & KABID KEPANGKATAN & KABID PENDIDIKAN & PELATIHAN
PENEMPATAN PEGAWAI PENGHARGAAN PEGAWAI KESEJAHTERAAN PEGAWAI
| | | | | | | |
KASUBBID PEMINDAHAN & CASUBEID
PENEMPATAN PEGAWAI KASUBBID KASUBBID PEMBERIAN KASUBBID KASUBBID DATA & KASUBBID DIKLAT KASUBBID DIKLAT
PENGADAAN PENYELESAIAN PENGHARGAAN & PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN STRUKTURAL FUNGSIONAL
PEGAWAI HUKUMAN DISIPLIN PENSIUN KEPANGKATAN PEGAWAI




Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja

Kondisi Kinerja

No Indikator pada awal Target Capaian Setiap Tahun pada akhir periode
periode RPJMD RPJIMD
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1) (2) 3) 4) 5) (6) () (8) )

1. |Persentase PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional 45% 45% 55% 60% 70% 80% 80%

2 Perse_n_tase Pen_lngkatan Juml_ah pegawai yang mengikuti 40% 40% 450% 50% 60% 20% 20%
Pendidikan Kedinasan sesuai dengan jabatannya
Persentase Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan

3. |pegawai menuju penataan pegawai yang profesional dan 50% 50% 55% 60% 70% 75% 75%
proporsional




Tabel 4.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2016 - 2020
Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

VISI ;. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dalam rangka penataan pegawai yang proporsional menuju pembangunan sumberdaya aparatur yang profesional dan berdaya

saing
MISI | : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1.1. |Terwujudnya pegawaiyang | 1.1.1. |Meningkatnya ketrampilan 1.1.1. [Pengiriman pegawai untuk mengikuti,| 1.1.1. [Meningkatkan kompetensi dan pemahaman
memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme PNS Bimtek, Kursus-kursus dan Pelatihan terhadap peraturan dibidang kepegawaian
wawasan dan keterampilan setelah mengikuti diklat tugas pokok dan fungsi bagi PNS melalui pendidikan dan pelatihan
yang profesional tugas dan daerah
fungsi

MISI Il : Melaksanakan pembinaan pegawai

Tujuan Sasaran Strateqgi Arah kebijakan
2.1. |[Terwujudnya pegawai yang|2.1.1.|Peningkatan SDM Aparatur| 2.1.1. [Pelaksanakan seleksi ujian dinas dan| 2.1.1. [Meningkatkan pola-pola pengembangan Kkarier
berkompetensi setelah lulus yang berkualitas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang pegawai sesuai dengan peraturan perundang-
pendidikan tugas belajar dan berkompetensi lulus pendidikan formal agar PNS undangan yang berlaku melalui pendidikan
melalui ijin  belajar serta mampu  meningkatkan  kemampuan kedinasan
terwujudnya peningkatan teknis dan wawasan disiapkan untuk
pemahaman peraturan mengisi formasi jabatan dan penataan
dibidang kepegawaian personil yang profesional dan
proporsional




MISI 1l : Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakanpengembangan pegawai serta mengelola sistem infromasi manajemenkepegawaian

Tujuan Sasaran Strateqgi Arah kebijakan
3.1. [Terwujudnya kesejahteraan|3.1.1. |Peningkatan pengembangan|3.1.1. [Pemberikan bantuan tugas belajar| 3.1.1. |Meningkatkan disiplin pegawai dengan
pegawai. dan penataan pegawai yang ikatan dinas , pemberian ijin belajar pemberian reward dan punishment melakukan

profesional dan proporsional
melalui sistem manajemen
kepegawaian

PNS ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi, memberikan
penghargaan/reward kepada PNS untuk
peningkatan kesejahteraan ,

memberikan sanksi/punishment PNS
yang melakukan pelanggaran disiplin
dan peningkatkan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah yang baik, melalui
pembangunan sistem pelayanan
kepegawaian berbasis teknologi
informasi melaui pengelolaan
pengembangan pembangunan sistem
aplikasi pelayanan kepegawaian
(SAPK) dan data elektronik.

monitoring dan evaluasi, melaksanakan
rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar
dan memberikan izin belajar, menempatkan
pegawai sesuai azas the right man on the right
place serta menyempurnakan sistem Kkerja
sarana/prasarana pendukung secara
berkelanjutan

3.2.1.

Penyediaan sarana dan prasarana yang
memadai untuk pelayanan kepegawaian
yang efektif, efisien dan tepat waktu
kepada pegawai di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Utara;

3.2.1.

Memberikan pelayanan administrasi
kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk
meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara




Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2016 Tarqg%l;;nena Sazsgign bada ggggn K¢
1) 2) 3) 4 ®) (6) )
1.1. |Terwujudnya pegawai yang 1.1.1. [Meningkatnya ketrampilan 1.|Persentase PNS yang
memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme PNS mengikuti Diklat Teknis dan
wawasan dan keterampilan setelah mengikuti diklat Fungsional 45% 55% 60% 70%
yang profesional tugas dan
fungsi
2.1. |Terwujudnya pegawai yang 2.1.1 |Peningkatan SDM Aparatur| 1.|Persentase Peningkatan
berkompetensi setelah lulus yang berkualitas  dan jumlah pegawai yang
pendidikan tugas belajar dan berkompetensi mengikuti Pendidikan
melalgi izin belaj_ar serta !(edinasan sesuai dengan 40% 450% 50% 60%
terwujudnya peningkatan jabatannya
pemahaman peraturan dibidang
kepegawaian
3.1. |Terwujudnya kesejahteraan|3.1.1 |Peningkatan 1.|Persentase Meningkatnya
pegawai. pengembangan dan kesejahteraan dan
penataan pegawai Yyang pengembangan pegawai
profesional dan menuju penataan pegawai 50% 55% 60% 70%
proporsional melalui sistem yang profesional dan
manajemen kepegawaian proporsional




w

2020

8

80%

70%

75%




Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

N Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target Renstra SKPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke- | Rasio Capaian pada Tahun ke-
0

Fungsi SKPD 2011)1012|2013|2014| 2015 [2011(1012({2013|{2014(2015|2011|1012|2013|2014| 2015

1.|Persentase PNS yang mengikuti Diklat
Teknis dan Fungsional - - 35 40 45 - - 20 25 30 - - 0,57]10,63| 0,67

2.|Persentase Peningkatan jumlah pegawai

yang mengikuti Pendidikan Kedinasan
sesuai dengan jabatannya - - | 30 | 35 40 - - | 30 | 35 | 40 | - - |1,00(1,00( 1,00

3.|Persentase Meningkatnya kesejahteraan
dan pengembangan pegawai menuju
penataan pegawai yang profesional dan| ~ ) 40 | 45 50 ) ) 25 | 30 35 ) - | 063|067 0,70
proporsional

Catatan:
Matrik ini digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya.




Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musi Rawas Utara

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Indikator Kinerja Program Da;z;a;;:n
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran g (outcome) dan Kegiatan P 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada
Kegiatan tahun . .
(output) perencanaan pada akhir periode
R| R| R| R| R|
Target (Ribl?an) Target (Ribl?an) Target (Ribl?an) Target (Ribl?an) Target (Ribl?an) Renstra SKPD
1.1. |Terwujudnya 1.1.1. [Meningkatnya Persentase PNS  |Peningkatan Jumlah PNS yang mengikuti
pegawai yang ketrampilan dan yang mengikuti Kapasitas Sumber |Diklat Teknis dan Fungsional
memiliki profesionalisme Diklat Teknis dan  |Daya Aparatur
kemampuan PNS setelah Fungsional
teknis  wawasan mengikuti diklat Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
dan keterampilan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Teknis
yang profesional bendahara Bendahara 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 532.400 | 80 Peserta | 532.400
tugas dan fungsi
Outcome: |Sertifikat Teknis
Bendahara 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Indeks Persentase Tingkat|Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Profesionalitas kelulusan Diklat Pelatihan teknis dan Pelatihan
(Kompetensi, pengadaan barang/ Keahlian Pengadaan 80 Peserta | 200.000 |80 Peserta| 200.000 | 80 Peserta | 220.000 | 80 Peserta | 242.000 | 80 Peserta | 266.200 | 80 Peserta | 266.200
Kompensasi, jasa Barang/Jasa
Kinerja & Disiplin) Pemerintah
Outcome: |Sertifikat Keahlian
80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Pendidikan dan|Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan  _ teknis dan Pelatihan Teknis 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta| 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 532.400 | 80 Peserta | 532.400
pelayanan prima Pelayanan Prima
Outcome: |Sertifikat Teknis
Pelayanan Prima 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan teknis dan Pelatihan Teknis
Analis Analisis 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta| 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 532.400 | 80 Peserta | 532.400
Jabatan/Manajeme Jabatan/Manajemen eserta . eserta . eserta . eserta . eserta l eserta l
n Kepegawaian Kepegawaian
Outcome: |Sertifikat Teknis
Analisis
Jabatan/Manajemen 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Kepegawaian
Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan teknis dan PelatihanTeknis
Penyusunan Penyusunan Standar 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta| 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 532.400 |80 Peserta | 532.400
Standar Operasional Prosedur
Operasional (SOP)
Prosedur (SOP)




Outcome:

Sertifikat Teknis
Penyusunan Standar

Operasional Prosedur 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
(SOP)
Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan dan Pelatihan
Fungsional Calon Fungsional calon 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 532.400 | 80 Peserta | 532.400
Pengawas Sekolah Pengawas Sekolah
Outcome: |Sertifikat Fungsional
calon Pengawas 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Sekolah
Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan dan Pelatihan
Fungsional Calon fungsional Calon 80 Peserta | 400.000 |40 Peserta | 400.000 | 40 Peserta | 440.000 | 40 Peserta | 484.000 | 40 Peserta | 532.400 | 40 Peserta | 532.400
Kepala Sekolah Kepala Sekolah
Outcome: |Sertifikat fungsional
g::(%r:aiepala 80 STTPL 40 STTPL 40 STTPL 40 STTPL 40 STTPL 40 STTPL
Bimtek Output: Peserta Bimtek
Implementasi Implementasi
perundang- perundang-undangan 30 Peserta | 150.000 |30 Peserta | 150.000 | 30 Peserta | 165.000 | 30 Peserta | 181.500 | 30 Peserta | 199.650 | 30 Peserta | 199.650
undangan
Outcome: |Sertifikat Bimtek
Implementasi
Perundang-undangan 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL
Pendidikan dan Output: Peserta Pendidikan
Pelatihan dan Pelatihan 14 Peserta | 500.000 | 14 Peserta | 500.000 | 14 Peserta | 550.000 | 14 Peserta | 605.000 | 14 Peserta | 665.500 | 14 Peserta | 665.500
Kepamong-prajaan Kepamongprajaan
Outcome: |Sertifikat
Kepamongprajaan 14 STTPL 14 STTPL 14 STTPL 14 STTPL 14 STTPL 14 STTPL
Diklat Pranata Output: Peserta Pendidikan
Komputer dan Pelatihan 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 484.000
Pranata Komputer
Outcome: |Sertifikat Pranata
Komputer 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Diklat Kearsipan Output: Peserta Pendidikan
dan Pelatihan 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 484.000
Kearsipan
Outcome: |Sertifikat Keahlian
Kearsipan 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Diklat Tata Naskah |Output: Peserta Pendidikan
Dinas dan Pelatihan Tata 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 484.000
Naskah Dinas
Outcome: [Sertifikat Keahlian
Tata Naskah Dinas 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL 80 STTPL
Diklat Pengolahan |Output: Peserta Pendidikan
Data Elektronik dan Pelatihan
berbasis IT Pengolahan Data 80 Peserta | 400.000 |80 Peserta | 400.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 440.000 | 80 Peserta | 484.000 | 80 Peserta | 484.000

Elektronik berbasis IT




Outcome:

Sertifikat Teknis
Pengolahan Data
Elektronik berbasis IT

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

Diklat Akuntansi
dan Keuangan
Daerah

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan
Akuntansi dan
Keuangan Daerah

80 Peserta

400.000

80 Peserta

400.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

484.000

80 Peserta

484.000

Outcome:

Sertifikat Keahlian
Manajemen Akuntansi
dan Keuangan
Daerah

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

Diklat Manajemen
Perkantoran

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan
Manajemen
Perkantoran

80 Peserta

400.000

80 Peserta

400.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

484.000

80 Peserta

484.000

Outcome:

Sertifikat Manajemen
Perkantoran

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

Diklat Penyusunan
Renstra, Lakip,
LPPD

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan
Penyusunan Renstra,
Lakip, LPPD

80 Peserta

400.000

80 Peserta

400.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

484.000

80 Peserta

484.000

Outcome:

Sertifikat Teknis
Penyusunan Renstra,
Lakip, LPPD

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

Diklat Penilaian
Angka Kredit PNS
Fungsional

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan
Penilaian Angka
Kredit PNS
Fungsional

80 Peserta

400.000

80 Peserta

400.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

484.000

80 Peserta

484.000

Outcome:

Sertifikat teknis
Penilaian Angka
Kredit PNS
Fungsional

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

Diklat Pengurus
dan Penyimpan
Barang

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
Pengurus dan
Penyimpan Barang

80 Peserta

400.000

80 Peserta

400.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

440.000

80 Peserta

484.000

80 Peserta

484.000

Outcome:

Sertifikat Teknis
Pengurus dan

Penyimpan Barang

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

80 STTPL

2.1.

Terwujudnya
pegawai yang
berkompetensi
setelah lulus
pendidikan tugas
belajar dan
melalui ijin belajar
serta terwujudnya
peningkatan
pemahaman
peraturan

2.1.1.

Peningkatan SDM
Aparatur yang
berkualitas dan
berkompetensi

Persentase
Peningkatan
jumlah pegawai
yang yang
mengikuti
Pendidikan
Kedinasan sesuai
dengan jabatannya

Program
Pendidikan
Kedinasan

Peningkatan jumlah pegawai

yang

yang mengikuti

Pendidikan Kedinasan sesuai
dengan jabatannya

Diklat PIM Tk. IV

Output:

Peserta Pendidikan
dan Pelatihan PIM IV

40 Peserta

1.000.000

40 Peserta

1.000.000

40 Peserta

1.100.000

40 Peserta

1.210.000

40 Peserta

1.331.000

40 Peserta

1.331.000

Outcome:

STTPL PIM IV

40 STTPL

40 STTPL

40 STTPL

40 STTPL

40 STTPL

40 STTPL

Diklat PIM Tk. Il

Output:

Peserta Pendidikan

dan Pelatihan PIM Il

30 Peserta

1.000.000

30 Peserta

1.000.000

30 Peserta

1.100.000

30 Peserta

1.210.000

30 Peserta

1.331.000

30 Peserta

1.331.000




dibidang

Indeks

Persentase Tingkat

Outcome:

STTPL PIM Il

kepegawaian Profesionalitas kelulusan Diklat 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL 30 STTPL
Diklat PIM Tk Il | Output: ::;i[:;iﬁg‘:“i:‘;”” 25 Peserta | 1.000.000 | 25 Peserta | 1.000.000 | 25 Peserta | 1.100.000 | 25 Peserta | 1.210.000 | 25 Peserta | 1.331.000 | 25 Peserta | 1.331.000
Outcome: | STTPL PIM I 25 STTPL 25 STTPL 25 STTPL 25 STTPL 25 STTPL 25 STTPL
3.1. |Terwujudnya 3.1.1. [Peningkatan Persentase Program Peningkatan kesejahteraan dan
kesejahteraan pengembangan Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pegawai
pegawai. dan penataan kesejahteraan dan|Pengembangan  [menuju penataan pegawai yang
pegawai yang pengembangan Aparatur profesional dan proporsional
profesional dan pegawai menuju
proporsional penataan pegawai
melalui sistem yang  profesional |Seleksi Output: Formasi Penerimaan
manajemen dan proporsional ~ |Penerimaan CPNS CPNS Daerah 375 Usulan | 800.000 |400 Usulan| 800.000 | 400 Usulan [ 800.000 |500 Usulan | 880.000 | 500 Usulan [ 880.000 |500 Usulan | 880.000
kepegawaian
Outcome: |CPNS Daerah 375 400 ! 500 . 500
Pelamar Umum Formasi Formasi 400 Formasi Formasi 500 Formasi Formasi
Penempatan PNS |Output: Penempatan PNS di
(Baperjakat) Lingkungan
Pemerintah 200 Orang | 700.000 | 200 Orang | 700.000 | 200 Orang | 700.000 | 200 Orang | 700.000 [ 200 Orang | 700.000 | 200 Orang | 700.000
Kabupaten Musi
Rawas Utara
Outcome: |Pengisian Jabatan
Sesuai dengan
Kompetensi dan/atau 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Kebutuhan
Pembangunan /|Output: Penyediaan Sistem
pengembangan Informasi
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 1 Paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000
Kepegawaian
Daerah
Outcome: |Sistem Informasi
Kepegawaian Daeran 20% 30% 50% 65% 85% 100%
Berbasis IT ° ° ° ° ° °
Pemberian Output: Usulan Penghargaan
penghargaan  bag bagi PNS yang 50 Usulan | 65.000 |50 Usulan | 65.000 | 50 Usulan | 71.500 | 50 Usulan | 71500 | 50 Usulan | 78.650 | 50 Usulan | 78.650
PNS yg berprestasi Berprestasi
Outcome: [Jumlah PNS
penefima 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS
penghargaan
Proses Output: Penanganan Kasus-
Penanganan Kasus kasus Pelanggaran 50 SK 100.000 50 SK 100.000 50 SK 110.000 50 SK 121.000 50 SK 133.100 50 SK 133.100
Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Disiplin PNS
Outcome: [Jumlah SK
Pemberian Hukuman 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS 50 PNS
Disiplin PNS
Pemberian Bantuan|Output: Tugas Belajar dan
Tugas Belajar Ikatan Dinas 2 Orang 250.000 2 Orang 250.000 4 Orang 500.000 4 Orang 500.000 4 Orang 550.000 4 Orang 550.000




Outcome:

Tugas Belajar bagi
PNS yang Mengikuti

Peningkatan Jenjang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pendidikan
Pengusulan Output: Usulan Kenaikan
kenaikan pangkat Pangkat PNS Daerah
PNS daerah Periode April dan 500 Usulan | 100.000 |500 Usulan| 100.000 | 500 Usulan | 110.000 500 Usulan| 121.000 | 500 Usulan | 133.100 |500 Usulan | 133.100
Oktober Tahun n
Outcome: | Kenaikan Pangkat 500 SK 500 SK 500 SK 500 SK 500 SK 500 SK
PNS Daerah Periode . " " " " "
N Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan Kenaikan
April dan Oktober
Tahunn Pangkat Pangkat Pangkat Pangkat Pangkat Pangkat
Penyelenggaraan |Output: Peserta Seleksi Ujian
Seleksi Ujian Dinas Dinas dan Ujian 50 Peserta | 100.000 |50 Peserta | 100.000 | 50 Peserta | 100.000 | 50 Peserta | 110.000 | 50 Peserta | 121.000 | 50 Peserta | 121.000
dan Ujian Penyesuaian
Penyesuaian Outcome: |Sertifikat Kelulusan
Ujian Dinas dan Ujian 50 Sertifikat 50 Sertifikat 50 Sertifikat 50 Sertifikat 50 Sertifikat 50 Sertifikat
Penyesuaian
Proses penyediaan|Output: Usulan Pembuatan
Kartu — Pegawai Kartu Pegawai Negeri 200 Usulan | 50.000 |200 Usulan| 50.000 | 200 Usulan | 50.000 [300 Usulan| 55.000 |300Usulan| 55.000 |400 Usulan| 605.000
Negeri Sipil Sipil Elektronik
Elektronik
Outcome: |Kartu Pegawai Negeri
Sipil Elektronik 200 KPE 200 KPE 200 KPE 300 KPE 300 KPE 400 KPE
Pelayanan Proses|Output: Usulan Kenaikan Gaji 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Penyelesaian  SK Berkala Usulan 70000 | oo | 77.000 Usulan 77000 | (00 84.700 Usulan 84700 | (oo 93.170
Kenaikan Gaji - —
Berkala Outeome: | SK Kenalkan Gaji 1.000 SK 1.000 SK 1.000 SK 1.000 SK 1.000 SK 1.000 SK
Berkala PNS : : : : : :
Uji Kompentensi Output: Peserta Ujian Standar
Pejabat Struktural Kompetensi dan Uji
dan Pegawai Kompetensi bagi
Potensial Pejabat Struktural
dan Pegawai 300
Potensial di 300 Peserta| 900.000 Peserta 900.000 300 Peserta| 900.000 |300 Peserta| 900.000 |[300 Peserta| 900.000 [300 Peserta| 900.000
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Musi
Rawas Utara
Outcome: | Pengisian Jabaltan 40 Jabatan 40 Jabatan 40 Jabatan 40 Jabatan 40 Jabatan 40 Jabatan
Eselon Il sesuai A A A A A A
dengan Kompetensi Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Program Fasilitas |Peningkatan pelayanan
Pindah Purna fasilitasi pindah purna tugas
Tugas PNS PNS
Proses Pengusulan |Output: Proses Pengusulan
Pensiun PNS Pensiun PNS
40 Usulan | 100.000 | 40 Usulan [ 100.000 | 40 Usulan 110.000 | 40 Usulan | 121.000 | 40 Usulan | 133.100 | 40 Usulan | 133.100

Kabupaten Musi
Rawas Utara




Outcome: [SK pensiun PNS

Sehari-hari

Kabupaten Musi 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK
Rawas Utara
Program Laporan Keuangan yang
peningkatan disampaikan tepat waktu
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan Output: Penyusunan LAKIP
laporan capaian SKPD 12Bulan | 12.000 | 12Bulan | 12.000 | 12Bulan | 12.000 | 12Bulan | 12.000 | 12Bulan | 12.000 | 12Bulan | 12.000
kinerja dan ikhtisar
?al'sas' kineria |5 i come: |LAKIP SKPD
KPD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Program Persentase tingkat disiplin
Peningkatan pegawai
Disiplin Aparatur
Pengadaan Output: Penyediaan Pakaian
Pakaian Dinas Dinas bagi Pegawai 100 Set 80.000 100 Set 80.000 120 Set 94.000 120 Set 94.000 120 Set 94.000 120 Set 94.000
beserta di BKPP
perlengkapannya |Outcome: | Pakaian Dinas yang 50 Set 50 Set 60 Set 60 Set 60 Set
Disediakan bagi R R 60 Set R R R
- Pakaian Pakaian : Pakaian Pakaian Pakaian
Pegawai di BKPP N N Pakaian N N N
Dinas Dinas ; Dinas Dinas Dinas
) ) Dinas ) ) )
Kuning Kuning Kunin Kuning Kuning Kuning
Khaki dan Khaki dan Khaki dag 60 Khaki dan Khaki dan Khaki dan
50 Set 50 Set . 60 Set 60 Set 60 Set
: : Set Pakaian : : :
Pakaian Pakaian Dinas Hitam Pakaian Pakaian Pakaian
Dinas Hitam Dinas Putih Dinas Hitam Dinas Hitam Dinas Hitam
Putih Hitam Putih Putih Putih Putih
Pengadaan Output: Penyediaan Pakaian
Pakaian  Pakaian Olahraga bagi 50 Set 35.000 50 Set 35.000 60 Set 42.000 60 Set 42.000 60 Set 42.000 60 Set 42.000
Khusus  Hari-hari Pegawai di BKPP
tertentu Outcome: [Pakaian Olahraga 50 Set 50 Set 60 Set 60 Set 60 Set 60 Set
yang Disediakan bagi Pakaian Pakaian Pakaian Pakaian Pakaian Pakaian
Pegawai di BKPP Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga Olahraga
Program Pemenuhan sarana dan
Peningkatan prasarana aparatur
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Output: Jumlah Perlengkapan
Perlengkapan yang diadakan 1 Paket 215.000 1 Paket 215.000 1 Paket 236.500 1 Paket 236.500 1 Paket 260.150 1 Paket 260.150
Gedung Kantor
Outcome: [Pendukung dalam
Melakukan Pekerjaan
Sehari-hari 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pengadaan Output:  |Jumiah Peralatan 1paket | 210000 | 1Paket | 210000 | 1Paket | 231.000 | 1Paket | 231.000 | 1Paket | 254100 | 1Paket | 254.100
Peralatan Gedung yang diadakan
Kantor Outcome: |Pendukung dalam
Melakukan Pekerjaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan




Pengadaan Output: Mebeleur Kantor bagi . 20 Meja . } } }
Meubeleur Pegawai BKPP 20Mejadan 156000 | danas | 215.000 |2OMERAN| 515000 |20MeRTAN| 55 o0y |20MERDAN| 5500, (20MejdaN| g 04,
35 Kursi Kursi 35 Kursi 35 Kursi 35 Kursi 35 Kursi
Outcome:  |Mebeleur Pegawai 20 Meja dan 20 Meja 20 Meja dan 20 Meja dan 20 Meja dan 20 Meja dan
BKPP 35 Kursi dznrzs 35 Kursi 35 Kursi 35 Kursi 35 Kursi
ursi
Pemeliharaan Output: Belanja Servis dan
Rutin/ Berkala. Belanja BBM 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
Kendaraan Dinas/ Kendaraan Kendaraan, Kendaraan, Kendaraan, Kendaraan, Kendaraan, Kendaraan,
Operasional Dinas/Operasional 2.640 Liter 2.640 Liter 2.640 Liter 2.640 Liter 2.640 Liter 2.640 Liter
Roda 4 dan Roda 2 Pertamina 150.000 Pertamina 165.000 Pertamina 165.000 Pertamina 181.500 Pertamina 181.500 Pertamina 181.500
serta Genset Kantor Dex dan Dex dan Dex dan Dex dan Dex dan Dex dan
2.988 Liter 2.988 Liter 2.988 Liter 2.988 Liter 2.988 Liter 2.988 Liter
Pertalite/Pre Pertalite/Pr Pertalite/Pre Pertalite/Pre Pertalite/Pre Pertalite/Pre
mium emium mium mium mium mium
Outcome: |Kendaraan
Operasional Roda 4
dan Roda 2 berfungsi
dengan baik dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Genset Kantor yang
prima
Sewa Gedung Output: Tagihan Sewa X X X
Aparatur Gedung 1 Tagihan 80.000 1 Tagihan 80.000 1 Tagihan 80.000 - - - - - -
Outcome: [Pembayaran Sewa
Gedung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun - - - -
Pembangunan Output: Pembangunan . .
Gedung Aparatur Gedung Kantor - - - - - - lunit | 1.000.000 1 unit 1.000.000 - -
Outcome: |Sarana Pendukung
dalam melakukan - - - 120 Bulan 120 Bulan - -
pekerjaan sehari-hari
Pengadaan Output: Kendaraan
Kendargan Dinas/ Dlnalls/Olperasul)naI ) ) 3 mobil, 6 1.980.000 3 mobil, 6 1.980.000 3 mobil, 6 1.280.000 3 mobil, 6 1.280.000 3 mobil, 6 1.280.000
Operasional Bagi Pejabat di BKPP motor motor motor motor motor
Outcome: [Pendukung dalam
g:g:ﬁﬁ:: Pekerjaan - 96 Bulan 96 Bulan 96 Bulan 96 Bulan 96 Bulan
Program Pemenuhan jasa administrasi
Pelayanan perkantoran sebagai penunjang
Administrasi peningkatan kapasitas aparatur
Perkantoran
Penyediaan Jasa |Output: Jasa Pengiriman
Surat Menyurat Surat Menyurat 96 Surat 4.800 96 Surat 4.800 96 Surat 4.800 100 Surat 5.280 100 Surat 5.280 100 Surat 5.280
Outcome: Kelancallran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Operasional Kantor
Penyediaan  Jasa|Output: Jasa Telepon dan 24 2,000 24 2000 |2 Keni 2,000 24 2000 |2 Keni 2,000 24 2,000
Komunikasi, . Listrik Rekening | 1% Rekening | 1% 4 Rekening |- 12. Rekening | 12 4 Rekening|  12. Rekening | 1%
Sumber Daya Arfs i ome[Bukungan
dan Listrik Operasional Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan  Jasa|Output: 1zin Kendaraan
Perizinan Dinas/Operasional 2 1zin 5.000 2 1zin 5.000 10 Izin 15.000 10 Izin 15.000 10 Izin 15.000 10 Izin 15.000
Kendaraan Dinas/| BKPP




Operasional Outcome: |Kendaraan
Dinas/Operasional 1 Mobil, 1 1 Mobil, 1 4 Mobil, 6 4 Mobil, 6 4 Mobil, 6 4 Mobil, 6
BKPP dengan izin Motor Motor Motor Motor Motor Motor
yang Berlaku
Penyediaan Jasa |Output: Honorarium
Administrasi Pengelola Keuangan
Keuangan dan Operator Sistem 10 Orang 100.000 | 10 Orang | 100.000 10 Orang 100.000 10 Orang 100.000 10 Orang 100.000 10 Orang 100.000
Keuangan SKPD
Outcome: [Pengelola Keuangan
dan Operator Sistem
Keuangan Bekerja 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
dengan Baik
Penyediaan Jasa |Output: Perbaikan Peralatan
Perbaikan Kerja 1 Paket 35.000 1 Paket 35.000 1 Paket 38.500 1 Paket 38.500 1 Paket 42.350 1 Paket 42.350
Peralatan Kerja Outcome: |Peralatan Kerja
Kantor yang
Berfungsi dengan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Baik
Penyediaan Alat |Output:  |Alat Tulis Kantor dan 50ltem | 125000 | 50item | 125000 | 50item | 137.500 | S0iem | 137.500 | 50item | 151.250 | S0item | 151.250
Tulis Kantor Materai
Outcome: |Pendukung dalam
Melakukan Pekerjaan
Sehari-hari 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Barang|Output: Barang Cetakan dan
Cetakan dan Penggandaan 15 Item 75.000 15 Item 75.000 11 Item 75.000 11 Item 82.500 11 Iltem 82.500 11 Iltem 82.500
Penggandaan
Outcome: |Pendukung dalam
Melaklukanl Pekerjaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Sehari-hari
Penyediaan Output: Peralatan Listrik
komponen instalasi Untuk Penerangan 35 Buah 20.000 35 Buah 20.000 35 Buah 20.000 35 Buah 20.000 35 Buah 20.000 35 Buah 20.000
listrik/  penerangan Kantor
bangunan Outcome: |Pendukung dalam
Melakukan Pekerjaan
Sehari-hari 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan jasa |Output: |Belanja Habis Pakai 25item | 25000 | 25item | 25000 | 25item | 25000 | 25Kem | 25000 | 25Hem | 25000 | 25iem | 25000
kebersihan Kantor
Outcome: |Tenaga kebersihan
yang bekerja optimal 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan Output: Belanja Habis Pakai K K K K
Peralatan Rumah - - - - 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000 1 Paket 50.000
Tangga Outcome: [Peralatan Rumah 12 Bul 12 Bul 12 Bul 12 Bul
Tangga SKPD - - ulan ulan ulan ulan
Penyediaan Bahan|Output:  |Bahan Bacaan 25 Bahan 25 Bahan 25 Bahan 25 Bahan 25 Bahan 25 Bahan
Bacaan dan Bacaan 20.000 Bacaan 20.000 Bacaan 20.000 Bacaan 20.000 Bacaan 20.000 Bacaan 20.000
Eeratu(;an Outcome: |Buku-buku dan
erundang- Peraturan Perundang- 15 Buku, 10 15 Buku, 10 15 Buku, 10 15 Buku, 10 15 Buku, 10 15 Buku, 10
Undangan undangan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
undangan undangan undangan undangan undangan undangan
Penyediaan Output: Makanan dan
Makanan dan Minuman Rapat dan 1.900 Kotak | 50.000 (1.900 Kotak| 50.000 | 1.900 Kotak | 55.000 |[1.900 Kotak| 55.000 |[1.900 Kotak| 60.500 |1.900 Kotak| 60.500
Minuman Tamu
Outcome: [Kelancaran Rapat
dan Kebutuhan Tamu
akan Makan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Minum Terpenuhi




Rapat-Rapat

Output:

Laporan Hasil

Koordinasi dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 300.000 | 12 Bulan 200.000 12 Bulan 220.000 12 Bulan 242.000 12 Bulan 266.200 12 Bulan 266.200
Konsultasi ~ Keluar
Daerah Outcome: |Kelancaran
Operasional Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Rapat-Rapat Output: Laporan Hasil
Koordinasi dan Perjalanan Dinas 12 Bulan 50.000 12 Bulan 50.000 12 Bulan 55.000 12 Bulan 55.000 12 Bulan 60.500 12 Bulan 60.500
Konsultasi  Dalam
Daerah Outcome: |Kelancaran
Operasional Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Penyediaan  jasa|Output: Honorarium Jasa
pendukung Operator Komputer,
administrasi teknis Operator
dan perkantoran Kepegawaian,
Tenaga Kerja 40 Orang 250.000 | 40 Orang | 250.000 40 Orang 250.000 | 40 Orang 250.000 40 Orang 250.000 | 40 Orang 250.000
Sukarela, dan
Petugas Jaga Malam
BKPP Kab. Musi
Rawas Utara
Outcome: [Operator Komputer,
Operator
Kepegawaian,
Tenaga Kerja
Sukarela, dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Petugas Jaga Malam
BKPP Kab. Musi
Rawas Utara Bekerja
dengan Baik
Penyediaan jasa Output: Tagihan Langganan
dokumentasi Media Massa 180 60.000 180 60.000 |180 Tagihan| 60.000 180 60.000 |180 Tagihan| 60.000 180 60.000
publikasi dan Tagihan Tagihan Tagihan Tagihan
dekorasi
Outcome: |Informasi dari Media
Massa
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan




Indikator

Program dan

Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Kegiatan
Sasaran Progra.lm dan
Kegiatan

1 2 3
Menyelenggarakan Terselenggaranya Persentase
Pengadaan Jasa Pemenuhan Jasa Penyerapan
Administrasi Administrasi Anggaran Program
Perkantoran untuk Perkantoran Sebagai |Seiring Makin
Menunjang Penunjang dalam Efektifnya Alokasi
Peningkatan Kapasitas |Meningkatkan Anggaran

Kinerja Aparatur

Kapasitas Aparatur

Penyediaan Jasa
Surat-Menyurat

Qutput :

Jumlah Perangko dan
Materai yang
Disediakan

Outcome :

Perangko dan
Materai yang
digunakan

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Output :

Jumlah Rekening
Pemakaian Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Outcome :

Tagihan Rekening
yang Dibayar

Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah

Qutput :

Jumlah Polis
Asuransi Kerugian

Outcome :

Kendaraan
Dinas/Operasional
yang memiliki Polis
Asuransi

Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Output :

Jumlah Izin bagi
Kendaraan
Dinas/Operasional

Outcome :

Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan Izin yang
Masih Berlaku

Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan

Outcome :

Jumlah Operator
yang Mengelola
Administrasi
Keuangan

Outcome :

Operator yang Cakap
dan Mampu dalam
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan

Penyediaan Jasa
Perhaikan Peralatan

Outcome :

Jumlah
Perbaikan/Servis
Peralatan Kerja yang
dipersiapkan




Peralatan Kerja yang

Kerja h
) Berfungsi dengan
Outcome : Baik
Out ) Jumlah ATK yang
Penvedi Alat Tul utcome - Disediakan
yediaan Alat Tulis ATK yang
Kantor . .
Outcome : Dimaksimalkan
Pemanfaatannya
Jumlah Blanko
Outcome : Cetakan yang
Penyediaan Barang Disediakan
Cetakan dan
Penggandaan . |Blanko Cetakan yang
Outcome : ;
digunakan
Jenis Alat-alat Listrik
Outcome : L
yang Disediakan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor o
. Alat-alat Listrik yang
Outcome : .
Digunakan
. Jumlah Tenaga
Outcome : Kebersihan Kontrak
Penyediaan Jasa .
Kebersihan Kantor Tenaga Kebersihan
) yang Melaksanakan
Outcome : .
Tugas Sesuai
Kontrak
Jumlah Pengadaan
Outcome : Peralatan Rumah
Penyediaan Peralatan Tangga
Rumah Tangga Peralatan Rumah
Outcome : Tangga yang
digunakan
Jumlah Bahan
Penyediaan Bahan Output : Bacaan yang
Bacaan dan Peraturan Disediakan
Perundang-undangan ] Bahan Bacaan yang
Outcome : .
Digunakan
Jumlah Makanan dan
Output : Minuman yang
Penyediaan Makanan Disediakan
dan Minuman Jumlah Makanan dan
Outcome : Minuman yang
Dikonsumsi
Jumlah Laporan
Rapat-rapat Output : Perjalanan Dinas
Koordinasi dan yang Disusun
Konsultasi ke Luar Laporan Perja|anan
Daerah Outcome :  |Dinas yang
Disampaikan
Jumlah Laporan
Rapat-rapat Output : Perjalanan Dinas
Koordinasi dan yang Disusun
Konsultasi Dalam Laporan Perjalanan
Daerah Outcome : Dinas yang
Disampaikan
Jumlah Tenaga
L NN Almamin Tam~ MNatrnaat - NnAvatAr vinn~




Administrasi

Tenaga Operator

Teknis/Perkantoran :
Outcome : yang Bekerja Optimal
Jumlah Dokumentasi
. Output : dan Publikasi yang
Penyediaan ._]asa Diselenggarakan
Dokumentasi,
Publikasi dan Dekorasi Dokumentasi dan
Outcome : Publikasi yang

Berkualitas

Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

Qutput :

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional
yang Diadakan

Outcome :

Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Digunakan

Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor

Output :

Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang
Disediakan

Outcome :

Sarana Perlengkapan
Gedung yang
Digunakan

Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

Output :

Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Disediakan

Outcome :

Sarana Peralatan
Gedung yang
Digunakan

Pengadaan Mebeleur

Qutput :

Jumlah Mebeleur
yang Disediakan

Outcome :

Sarana Mebeleur
yang Digunakan

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaran
Dinas/Operasional

Qutput :

Jumlah Pemeliharaan
Rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Disediakan

Outcome :

Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Melakukan
Pemeliharaan Rutin

Output :

Jumlah Pemeliharaan
Berkala/Servis
Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Disediakan

Outcome :

Kendaraan
Dinas/Operasional
yang Melakukan
Pemeliharaan
Berkala/Servis

Sewa Gedung
Aparatur

Output :

Jumlah Gedung yang
Disewa

Outcome :

Gedung yang
Digunakan sebagai
Kantor

Jumlah Gedung yang




Gedung Aparatur

Outcome :

Gedung yang
Digunakan




Kondisi Awal
Perencanaan

2015

2016

2017

20

Target

Rp

Target

Rp

Target

300 lembar

300 lembar

- - Perangko dan 300 2.500.000 Perangko dan 300
lembar Materai lembar Materai
300 lembar 300 lembar
- Perangko dan 300 Perangko dan 300
lembar Materai lembar Materai
1 Rekening Telepon, 1 Rekening Telepon, 1 Rekening Telepon,
1 Rekening PDAM 1 Rekening PDAM 1 Rekening PDAM
(Kubik) dan 1 80.000.000 (Kubik) dan 1 88.000.000 (Kubik) dan 1
Rekening Listrik Rekening Listrik Rekening Listrik
(Kwh) (Kwh) (Kwh)
3 Tagihan Rekening 3 Tagihan Rekening 3 Tagihan Rekening
- - 3 Polis Asuransi 42.000.000 10 Polis Asuransi
i 2 buah Mobil dan 1 4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor
2 1zin 3.300.000 3 lzin 6.300.000 10 Izin
1 buah Mobil dan 1 2 buah Mobil dan 1 4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor
- - 5 Orang 60.000.000 5 Orang
- 5 Orang 5 Orang

XXXXXXXXXXX




XXXXXXXXXXX

1 Paket Blanko
Cetakan

1 Paket Blanko
Cetakan

1 Paket Blanko

1 Paket Blanko

Cetakan Cetakan
15 buah Bohlam, 5
buah Sekring, 15
buah Saklar, 15 5.000.000 - - -
buah Terminal
Listrik
15 buah Bohlam, 5
buah Sekring, 15
buah Saklar, 15 - -
buah Terminal
Listrik
2 Orang 18.000.000 2 Orang 36.000.000 2 Orang
2 Orang 2 Orang 2 Orang
- - 50 buah Buku
- 50 buah Buku
5.060 Nasi Bungkus|  126.500.000 20.075 Nasi 501.875.000 20.075 Nasi
Bungkus Bungkus
. 20.075 Nasi 20.075 Nasi
5.060 Nasi Bungkus Bungkus Bungkus




7 buah Kendaraan
Dinas/Operasional

2 buah Mobil dan 5
buah Sepeda Motor

2 Kali Pemeliharaan

60 Kali
Pemeliharaan

60 Kali
Pemeliharaan

1 buah Mobil dan 1
buah Sepeda Motor

4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor

4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor

1 Unit Gedung

80.000.000

1 Unit Gedung

80.000.000

1 Unit Gedung

1 Unit Gedung

1 Unit Gedung

1 Unit Gedung







apaian Sasaran dan Pagu Indikatif

18

2019

2020

Kondis

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

12

13

14

15

16

17

300 lembar

300 lembar

300 lembar

2750000 Perangko dan 300 3025000 Perangko dan 300 3327500 Perangko dan 300
lembar Materai lembar Materai lembar Materai
300 lembar 300 lembar 300 lembar
Perangko dan 300 Perangko dan 300 Perangko dan 300
lembar Materai lembar Materai lembar Materai
1 Rekening Telepon, 1 Rekening Telepon, 1 Rekening Telepon,
1 Rekening PDAM 1 Rekening PDAM 1 Rekening PDAM
96.800.000 (Kubik) dan 1 106.480.000 (Kubik) dan 1 117.128.000 (Kubik) dan 1
Rekening Listrik Rekening Listrik Rekening Listrik
(Kwh) (Kwh) (Kwh)
3 Tagihan Rekening 3 Tagihan Rekening 3 Tagihan Rekening
92.000.000 10 Polis Asuransi 92.000.000 10 Polis Asuransi 92.000.000 10 Polis Asuransi
4 buah Mobil dan 6 4 buah Mobil dan 6 4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor
13.800.000 10 Izin 13.800.000 10 Izin 13800000 10 Izin
4 buah Mobil dan 6 4 buah Mobil dan 6 4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor buah Sepeda Motor
60.000.000 10 Orang 120.000.000 10 Orang 120000000 10 Orang
10 Orang 10 Orang 10 Orang
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX




XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
1 Paket Blanko 1 Paket Blanko 1 Paket Blanko
Cetakan Cetakan Cetakan
1 Paket Blanko 1 Paket Blanko 1 Paket Blanko
Cetakan Cetakan Cetakan
36.000.000 2 Orang 36.000.000 2 Orang 36.000.000 2 Orang
2 Orang 2 Orang 2 Orang
501.875.000 20.075 Nasi 501.875.000 20.075 Nasi 501.875.000 20.075 Nasi
Bungkus Bungkus Bungkus
20.075 Nasi 20.075 Nasi 20.075 Nasi
Bungkus Bungkus Bungkus




60 Kali
Pemeliharaan

60 Kali
Pemeliharaan

60 Kali
Pemeliharaan

4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor

4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor

4 buah Mobil dan 6
buah Sepeda Motor

80.000.000

A v~

a4 AAA AAA AAA

A v~

—AA AR~ AAA




1 Unit Gedung

1 Unit Gedung




i Akhir

3660250

128.840.800

92.000.000

13800000

120000000

XXXXXXXX




XXXXXXXXXXX

36.000.000

501.875.000










Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Indikator Kinerja

. Indikator Program dan
Tujuan Sasaran : Program (outcome)
Sasaran Kegiatan .
dan Kegiatan (output)
1.1. |Mengembangkan 1.1.1. |Terselenggara |1. |Persentase [Peningkatan [Jumlah PNS yang
Akuntabilitas nya PNSyang [Kapasitas mengikuti Diklat
kepemerintahan Pemerintahan mengikuti Sumber Daya |Teknis dan Fungsional
yang yang Efektif Diklat Aparatur
bertanggungjawab dan Efisien Teknis dan
Fungsional [Pendidikan dan [Output: PNS yang
Pelatihan mempunyai
Teknis sertifikat
Pengadaan Pengadaan
Barang dan Barang dan
Jasa Jasa
Outcome: |Persentase
PNS yang
mempunyai
Sertifikat

Pengadaan










Tabel 5.1.
Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabug

Data Target Kinerja Program dan Kerangl
capaian
pada awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
tahun Rp Rp Rp Rp
perencan| 29 Ribuan) | "% Ribuan) | T2 (Ribuan) | T¥9%"  (Ribuan)
aan Target | Rp. (juta) | Target | Rp.(juta) | Target | Rp.(juta) | Target | Rp. (juta)
0










yaten Musi Rawas Utara

<a Pendanaan

Tahun-5 Tahun-6 Kondisi Kinerja pada
Rp Rp pada akhir periode
Target  pibuan) | "29®'  (Ribuan) | Renstra SKPD

Target | Rp. (juta) [ Target [ Rp. (juta) | Target | Rp. (juta)










Urusan / Bidang

Rencanze

Kode Urusan Indikator Kinerja T t Capai
Pemerintahan Program/Kegiatan Lokasi arget Lapalan
Kinerja
Daerah dan
1 2 3 4 5

JUMLAH




1 Tahun 2016

Prakiraan Maju Rencana

Catatan Target
Kebutuhan Dana / Sumber Dana Penting c i Kebutuhan Dana
PAGU Indikatif apalan | spagu Indikatif
Kinerja
6 7 8 9 10
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